
I. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tam.bahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimaoa telah diubab dengan 
Undang.Undang Nomor 14 Tahun 2000 renrang Perubahan Aui.s 
Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan 
Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi 
dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3969); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor JO Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Pe.raturan Perundang·undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4400); 

a. bahwa berdasarkan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 reotang Pedoman Pengclolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteci Dalam Negeci Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pcrubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa tata cara 
pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk 
tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan scbagaimana dimaksud dalam 
huruf a perlu me.netapkan Peraturan Bupati Sarolangun; 
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10.Peraturan Presiden Nomor 58 Tahuo 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 teotang Pembagian 
Urusan Pemeriatahan Aotara Pemerintah, Pemerintahan Dacrah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lcmbaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Negara Republlk Indonesia Nomor 4734); 

12.Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemcrintahan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan 
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dcngan Peraturan Presiden 
Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubaban Kecujuh Atas Kepurusan 
Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pclaksanaan 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahj; 

13.Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengc!olaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah 
dcngan Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Me.nteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Oaerah; 

14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009; 

15.Peraturan Mcnteri Daiam Negcri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bancuan SosiaJ yang bersumber 
dari APBD; 

16.Pcraturan Daerah Kabupaten SQrolangun Nomor 02 Tabun 2005 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 
Sarolangun (Lcmbaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tabun 2005 
Nomor 2 Seri E Nomor l); 

- 

6. Undang-Undang Namor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Uadang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubab terakhir dengan Undang­ 
Uadang Nomor 12 Tahun 2008 tcntang Perubahan Kedua Ate.,; 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemcrintahan 
Daerab (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59. Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pcmerincaban Daerah 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Ncg;ara Republik Indonesia Nomo.r 4438); 

9. Peraturaa Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4503); 
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4. Desa adalab kesatuan masyarakat b.ukum yang memiliki batas­ 
batas wilayah yang berwenang untuk mengarur dan mengurus 
kcpcntingan masyarakat setcmpal berdasarkan asal-usul dan adat 
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem 
Pemerintab.an Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

5. Dewan Perwaki.lan Rakyat Daerab yang selanjumya disebut DPRD 
scbagai Lcmbaga Perwakilan Rakyat Daerab Kabupaten Sarolangun 
sebagai unsur penyelenggara pemerinrah daerah. 

6. Sekretaris Daerab yang selanjutnya disebut Sekda adalah 
Sekrctaris Daerah Kabupaten Sarolangun. 

7. Peodanaan adalab semua aktivitas berkaitan dengan pengelolaan 
sumbcr pendapatan dan pemanfaatan belanja daerah untuk 
mencapai tujuan dari kegiatan yang memenuhi prinsip efisien, 
efektifitas, transfransi dan akuntabilitas. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemeriotahan daerah 
yang dibab.as dan disctujui bersama oleh pemerintah daerab dan 
DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

Dalam Peraruran ini yang dimaksud dengan : 
I. Pemcrintab Dacrah adalah Bupati dan perangkat daerab sebagai 

UOSUT penyelenggara pemerintah daerah, 
2. Kepala Dacrah selanjumya discbut Bupati adatah Bupati 

Sarolangun. 
3. Daerah adalab Kabupaten Sarolangun. 

Pual 1 

CARA 
TIDAK 

TAHUN 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAROLANGUN TENTANG TATA 
PEMBERIAN DAN PERTANGOUNOJAWABAN BEL.ANJA 
TERDUGA PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANOUN 
ANGOARAN 2012 

IIEIIUTUSKAJf : 

17.Peran,ran Dacrah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun 
Tahun 2008 Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 07 Tahun 2009 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun 
Nomor 03 Tabun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Daerab Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerab 
Kabupaten Sarolangun Tabun 2009 Nomor 07); 

18.Peraturan Daerab Kabupaten Sarolangun Nomor OJ Tahun 2012 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Kabupaten 
Sarolangun Tabun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sarolangun Tahun 2012 Nomor 01); 
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22.Pejabat Pcngelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut PPKD 
adalah Kepala Saruan Pcngelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disebut Kepala SKPKO yang mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan APBD dao bertindak sebagai 
Bendaharawao Umum Daerah. 

23.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Ptjabat Pcngelola Keuaogan 
Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD adalah dokumen 
yang memuat pcndapatan, belanja dan pembiayaan yang 

9. Satuan Kerja Per-angkat Dacrah yang selanjutnya disingkal SKPD 
adalah pcrangkat daerah pada pemerintah daerah sclaku pengguna 
aoggaran/ pcngguna barang. 

10.Saruan Kerja Pengelola Keuangan Daerab yaog sclanjutnya SKPKD 
adalah perangka.t daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna 
anggaran/pcngguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan 
keuangan daerah. 

11.Pcjabat Pcngclola Keuangan Dearah yang selanjutnya disingkat 
PPKD adalah kepala saruan kerja pengelola keuangan daerah yang 
selanjurnya mempunyai rugas melaksanakao pengelolaan APBD 
dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, 

12. Bendahara Umum Daerah yang seteniutaya disingka.t BUD adalah 
PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum 
daerah. 

13.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kcwcnangan 
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi SKPD yang dipimpinnya. 

14.Pengguna Barang adalab pejabat pemegang kewenangan pengguna 
barang milik. daerah. 

15.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang sclanjutnya disingkat kuasa 
BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakao 
sebagian tugas bendahara umum dacrah. 

16.Kuasa Pengguna Angg,aran adalab pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian kewenangan pcngguna anggaran dalam 
melaksanakan scbagian tugas dan fungsi SKPD. 

17 .Pejabat Pcnatausabaan Keuangan SKPD yang sclanjutnya disingkat 
PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanaka.n fungsi tats usaha 
keuangan pada SKPD. 

18.Bendabara Pcngcluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan 
mempertanngungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah 
dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD. 

19.Unit Kerja adalah bagiao SKPD yang melaksanakan satu atau 
beberapa program. 

20.Program adalah pcnjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya 
yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan surnber 
daya yang disediakan untuk mencapai basil yang terukur sesuai 
dengan misi SKPD. 

21.Be.lanja Tidak Terduga merupakan belaoja untuk kegiatan yang 
sifatnya tidal< biasa atau tidak diharapkan beruJang seperu 
penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak 
diperkirakan sebelumnya. 
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24.Kegiatan adalah bagjan dari program yang dilaksanakan oleh satu 
atau Jebih unit kerja pada SKPD sebagai bagjan dari pencapaian 
sasaran terukur pada suaru program dan terdiri dari sekumpulan 
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal 
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan 
teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis 
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk 
mengbasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa. 

25.Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program 
atau keluaran yang diharapkan dari suaru kegiatan. 

26.Keluaran (output) adalab barang clan jasa yang dihasilkan oleh 
kegiaran yang dilaksanakan untuk mendukung peneapaian 
sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 

27 .Hasil (outcome) adalab segala sesuatu yang mencerminkan 
bcrfungsinya kcluaran dari kegiatao-kegiatao dalam satu program. 

28.Kas Umum Oaerab adaJab tempat penyimpanan uang daerab yang 
ditentukan oleh Bupati untulc menampung seluruh penerimaan 
daerab dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran 
daerah. 

29.Rekening Kas Umum Oaerab adalah rekcning tempat penyimpanan 
uang daerab yang duenrukan oleb Bupati unruk menampung 
seluruh penerimaan daerah dan rugunakan untuk membayar 
seluruh pengcluaran dacrab pada bank yang ditetapkan. 

30.Belanja Daerah adalab kewajiban pemeriniah daerah yang diakui 
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, 

31.Surar Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPO adalah 
dokumcn yang mcnyat:akan tersed.ianya dana untuk melaksanakan 
kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 

32.Surat Permintaan Pcmbayaran }'-ang selanjutnya disingkat SPP 
adalah. dokumcn yang ditcrbitkan oleh pejabat yang 
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara 
pengeluaran untuk mengajukan perminraan pembayaran. 

33.Surat Perintah Membayar selanjutnya disingkat SPM adalah 
dokumen yang digunakan/ruterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran unruk penerbitan SP20 atas 
beban pengeluaran OPA-SKPD. 

34.Sural Perintah Mcmbayar La.ngsung yang selanjutnya disingkat 
SPM-LS adalab dokumen yang diterbitkan oleh pengguna 
anggaran/kuasa pengguna anggaran unruk penerbitan SP2D atas 
beban peogeluaran DPA-SKPO kepada pihak ketiga. 

35.Sural Perintah Pcncairan Dana yang selanjutnya disingkat SP20 
adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana 
yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. 

digunakan sebagai dasar pelalcsanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 
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4. Pengajuan pengeluaran Bclanja Tidak Terduga sebagaimana 
dimaksud ayat (2) dilengkapi dengan laporan basil monitoring 
kegiaran tanggap darurat dari lnstansi / lerobaga yang 
membidangi, Rcncana Anggaran Biaya (RABI, Oambar kcjadian 
bencan.a alam dan surat pcngantar yang dialamatkan kepada 

J. Pengeluaran Belanja Tidak Tcrduga untuk tanggap darurar 
d.iusulkan dari instansi/ lembaga berkcnaan berdasarkan 
kebutuhan setelah mcmpc:rtimbangkan efisiensi dan efektifitas 
serta rnenghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap 
kegiatan-kegiatan yang telah didanai dari anggaran pendapatan 
dan belanja negara. 

2. Pengcluaran bclanja tidal< terduga yang telah dianggarkan dalam 
APBD besaran sctiap pengcluaran yang d.ibutuhkan ditetapkan 
dengan kepurusan Bupati dan diberitahukan Kepada DPRD paling 
lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan Bupati ditetapkan. 

I. Pengajuan pengeluaran Belanja Tidak Terduga untuk mernenuhi 
kebutuhan pembayaran kcgiatan pcnananggulangan bencana alam 
dan bencana sosial kepada Pejaba.t Pengelola Keuangan Daerah 
selaku Pengguna Anggaran Dokumen Pelaksaaan Anggaran Satuan 
Kerja Pengelola Keuangan Oaerah (OPA-SKPKD). 

PualS 

BABW 
TATA CARA PEIIGAJUAll DAJII PEIIBERIAJII BELAl'IJA TIDAK TERDUGA 

Pasal (3) 
kegiatan 

Belanja Tidak Tcrduga scbagaimaoa dimaksud dalam 
diperuntukkan memenuhi kebutuhan pembayaran 
penangguJangan bencana alam dan bencana sosial. 

I. Belanja Tidak Te.rduga yang tercantum dalrun APBD Kabupaten 
Sarolangun diruangkan dalam Dokumen Pclaksanaan Anggaran 
Pejabal Pengelolaan Keuangan Daerah (DPA-PPKO), yang diuraikan 
menurut urusan pcmerintahan umum, Organisasi saruan Kerja 
Pengelola Keuangan Oaerah, kelompok belanja tidak langsung, 
jcnis belanja tidak terduga, objek belanja tidak terduga. 

2. Bclanja tidak tcrduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidal< biasa atau tidak 
diharapkan berulang scpcrti penanggulangan bcncana alam dan 
sosial yang tidak d.iperkirakan terjadi scbelumnya. 

Pua14 

Pasal 3 

Penganggaran Belanja Tidak Terduga dibebankan pada Anggaran 
Pcndapatan dan Belanja Dacrah Kabupaten Sarolangun Tahun 
Anggaran 2012. 

BABU 
TATA CARA PEJIIOAJIIGGARAN 

Pasal 2 
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OaJam hat Pemerintah Kabupaten belum menganggarkan atau telah 
menganggarkan Belanja Tidak Terduga dalam APBD Tahun Anggaran 
2012, akan tetapi belum sesuai dengan kebutuhan, dapat 
menggunakan anggiu-an mendahului yang direncanakan dalam APBD 
Perubahan dengan cara mengubah Peraruran Bupati tentang APBD 
Penjabaran Tahun Anggaran 2012 sebagai dasar pelaksanaan untuk 
kemudian dianggarkan dalam Perubahan Anggaran 2012 yang 

Pual9 

BABV 
KETEl'ITUAl'I PERALDIAJII 

1. Pengawasan aras penggunaan Belanja Tidak Terduga dilaksanakan 
berpedoman pada peraturan peruodang-uodangan. 

2. Pcmeriksaan ataS pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga 
dilaksanakan oleh Sadan Pemcriksa Kuangan (BPK) sesuai 
peracuran perundang-undangan. 

I. Pengguna anggaran instansi/lembaga penerima dana Belanja Tidak 
Terduga bertanggungjawab pcnuh atas penggunaan dana tersebut 
dan wajib menyampaikan Japoran realisasi penggunaan kepada 
atasan langsung kcpala daerab. 

2. Penyampaian laporan pertanggungjawaban penggunaan Belanja 
Tidak Tcrduga scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan 
paling lambat tanggal 10 ( sepuluh) bulan berikutnya atau IO 
(sepuluh) hari setelah bulan kcgiatan berakhir. 

PualB 

Pual7 

BABIV 
PERTAl'IGGUNG.JAWABAN 

I. Peoyaluran dana Belanja Tidak Terd1.1ga uotuk kebulUhan 
pembayaran kegiatan penanggulangan bencana alam dan bencana 
sosial dibayarkan Jangsung pada Pengguna Anggaran 
instansi/lcmbaga yang mengusulkan kebutuban. 

2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Penggunaan Anggaran 
Belanja Tidak Langsung mcngajukan Surat Pcrintah Mcmbayar 
Langsuog !SPM-LS) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) 
uotuk d.iterbitkan Surat Perintah Peocairan Dana (SP2D) 
berdasarkan dokumen pengajuan olch instansi/lcmbaga, yang 
telah mendapatkan perserujuan Kepala Daerah. 

3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP20) yang d.ikcluarkan Kuasa 
Bendahara Umum Daerah (BUD) langsung pada Pihak Ketiga 
berdasarkan dokumen yang diajukan oleh instansi/lembaga 
pencrima dana tanggap darurat. 

Pual6 

Bupati Sarolangun Cq Kepa)a Dinas Pendapatan Pengelolaan 
Keuangan clan Aset Daerah Kabupaten Sarolangun. 
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SERITA DAERAB KABUPATEII SAROLAJIGOII TAHUlf 2011 KOIIOR.La. 

Diundangkan di Sarolangun 
pada tanggal ¥. 'f - I - 20 I 2 

S£KRET ARIS DAERAH 
KABUPATEN SAROLANGUN, 

H. CEK El'IDRA - 

Ditetapkan di 
Saro Ian gun s: tanggal t'/·1-2012 
BUPATI S GUN, 

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai 
dengan 31 Oesember 2012. 
Agar setiap orang mcngctahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dalam Bcrita Oaerah Kabupatcn Sarolangun. 

Paul 10 

BAB VI 
KETEIWTUAII PElroTUP 

kemudian ditetapkan dalam Peraruran Daemh tenrang APBO 
Perubahan Tabun Anggaran 2012. 
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